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DAN JALAN KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aspal
alam di Pulau Buton yang memiliki deposit terutama
sebagai bahan material konstruksi pengerasan jalan
beraspal di Sulawesi Tenggara diperlukan langkah
langkah konkrit yaitu aksi keberpihakan terhadap
penggunaan produksi Dalam Negeri oleh Pemerintah
Daerah;

bahwa dengan adanya teknologi baru untuk penggunaan
aspal buton sebagai lapis permukaan jalan maka
pemanfaatan aspal buton untuk pembangunan dan
pemeliharaan jalan Provinsi dan jalan Kabupaten/Kota
yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2010 perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b maka perlu
membentuk Peraturan daerah tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2
Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Aspal Buton untuk
Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan di Provinsi dan
Jalan Kabupaten/Kota.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tenggara dengan Perubahan Undang-undang
Nomor 47 Prp.Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah
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2-

Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Usaha
dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3833);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3955);

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3957);

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4655);
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11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PEMANFAATAN ASPAL
BUTON UNTUK PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN
JALAN PROVINSI DAN JALAN KABUPATEN/KOTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Aspal Buton Untuk Pembangunan
dan Pemeliharaan Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 Nomor 2), diubah sebagai
berikut:

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 3A dan
Pasal 3B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Kewenangan Gubernur dalam Pemanfaatan Asbuton dilaksanakan
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 3B
Jenis Produk dan Penggunaan asbuton terdiri dari :

a. Untuk lalu lintas berat, digunakan campuran panas asbuton butir,
campuran panas asbuton semi ekstraksi dan campuran panas
asbuton lawele;

b. Untuk Lalu lintas sedang digunakan campuran hangat asbuton,
Lapis Penetrasi Makadam asbuton (LPMA) dan Cold Paving Hotmix
asbuton (CPHMA);

¢. Untuk Lalu lintas ringan, digunakan butur seal.
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Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Ruang Lingkup meliputi :

a. Pemanfaatan asbuton;

b. Pengadaan asbuton;

c. Pembinaan dan pengawasan.

Ketentuan Pasal 6 di tambahkan 2 (dua) ayat, dan ayat (3) serta ayat (4)
diubah sehingga selengkapnya Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

Pasal 6

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kewenangan masing-
masing wajib mengusulkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota
pada setiap akhir tahun rencana pemanfaatan bahan asbuton pada
ruas-ruas jalan sesuai beban lalulintas dan spesifikasi yang
ditentukan;

Gubernur dan bupati/Walikota pada setiap tahun menetapkan ruas
jalan provinsi dan kabupaten/kota yang akan memanfaatkan bahan
asbuton pada kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan;
Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya
diwajibkan menggunakan asbuton dari anggaran pembangunan
jalan yang bersumber dari dana APBD masing-masing, kecuali
ruas-ruas jalan yang akan dibangun tidak dapat menggunakan
asbuton karena disebabkan kendala teknis maka harus dibuatkan
kajian teknis dari SKPD yang berwenang;

Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya di wajibkan
menggunakan asbuton paling sedikit 50% (lima Puluh persen) dari
target total panjang program pembangunan dan Pemeliharaan jalan
yang menggunakan Produk akhir Aspal;

Bagi Kabupaten/Kota yang menggunakan asbuton 100% (seratus
Persen) dari target total panjang program pembangunan dan
pemeliharaan jalan yang menggunakan produk akhir aspal, maka
Pemerintah Provinsi akan memberikan insentif dan/atau subsidi
untuk pembangunan jalan yang besarnya ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur;

Kontraktor pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan dalam
pelaksanaan lelang pekerjaan jalan wajib melampirkan perjanjian
kerjasama dengan produsen asbuton sebagai salah satu syarat
administrasi dalam pelelangan pekerjaan jalan.
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4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Penggunaan asbuton untuk pembangunan dan pemeliharaan
jalan harus menggunakan teknologi asbuton olahan;

(2) Teknologi perkerasan jalan yang menggunakan asbuton olahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas asbuton
campuran panas, asbuton campuran hangat, asbuton campuran
panas hampar dingin (Cold Paving Hotmix Asbuton), Lapis
Penetrasi Makadam Asbuton (LPMA) dan Lapis tipis asbuton butur
(Butur Seal);

(3) Spesifikasi teknik campuran beraspal yang menggunakan asbuton
secara terinci mengikuti standar,petunjuk dan pedoman teknis
yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal. $ 016

&,GUBERNUR S WESI TENGGARA,

s
NUR ALAM #

Diundangkan di Kendari
pada tanggal. 9 - feeausmi-2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

SULAWE,

ENGGARA,

LUKMAN ABUNAWAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016

NOMOR:

Z

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA : (2/2016)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PEMANFAATAN ASPAL BUTON UNTUK PEMBANGUNAN DAN
PEMELIHARAAN JALAN DI PROVINSI DAN JALAN KABUPATEN/KOTA

I. UMUM

Aspal Buton (Asbuton), adalah produk sumber daya alam asli yang
terdapat di Pulau Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. Potensi aspal
buton yang masih belum dieksploitasi sebesar 600 juta ton. Mutu aspal
Buton lebih baik dari aspal minyak sebagaimana data yang dikeluarkan
oleh data Nippon Oil Lab dan Highway Research Institute of China.
Tambang aspal buton terdapat di daerah Kabungka dan Lawele dengan
karakteristik yang berbeda.

Berkembangnya Teknologi Perkerasan Jalan membukan peluang
untuk memanfaatkan aspal buton sebagai lapis permukaan jalan untuk
pembangunan dan pemeliharaan jalan Provinsi dan jalan
Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu, Pemerintah telah mengeluarkan
kebijakan untuk mendukung pengembangan aspal buton dengan
dikeluarkannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik
Indonesia No. 35 Tahun 2006 tentang pemanfaatan aspal buton untuk
pembangunan jalan di Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu
membentuk Peraturan daerah tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Pemanfaatan Aspal Buton untuk Pembangunan dan Pemeliharaan
Jalan di Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 2





